PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR: PM. 56/PW.007/MKP/2010
TENTANG

PENETAPAN LAPANGAN GOLF AHMAD YANI SURABAYA, PETIRTAAN
SONGGORITI, STUPA SUMBERAWAN, PETIRTAAN WATUGEDE, KOMPLEKS
MAKAM MAULANA MALIK IBRAHIM, KOMPLEKS MAKAM SUNAN GIRl,
KOMPLEKS MAKAM SUNAN PRAPEN, KOMPLEKS MAKAM LERAN, MAKAM
SUNAN DRAJAT, MAKAM SENDANG DUWUR, KOMPLEKS MAKAM SUNAN
BONANG, PETIRTAAN PANATARAN, PETIRTAAN JOLOTUNDO, GAPURA
JEDONG, BALAI SAHABAT, YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI JAWA
TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, DAN/ATAU KAWASAN
CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992
TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang : a. bahwa lokasi dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala
yang berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Timur adalah
Lapangan Golf Ahmad Yani Surabaya, Petirtaan Songgoriti,
Stupa Sumberawan, Petirtaan Watugede, Kompleks Makam
Maulana Ibrahim, Kompleks Makam Sunan Giri, Kompleks
Makam Sunan Prapen, Kompleks Makam Leran, Makam
Sunan Drajat, Makam Sendang Duwur, Kompleks Makam
Sunan Bonang, Petirtaan Panataran, Petirtaan Jolotundo,
Gapura Jedong, Balai Sahabat dianggap mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a,
dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di
atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya
dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Mengingat . 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
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10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247); '

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3516),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun
2008;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005
tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata,

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TENTANG PENETAPAN LAPANGAN GOLF AHMAD YANI
SURABAYA, PETIRTAAN SONGGORITI, STUPA
SUMBERAWAN, PETIRTAAN WATUGEDE, KOMPLEKS
MAKAM MAULANA MALIK IBRAHIM, KOMPLEKS MAKAM
SUNAN GIRI, KOMPLEKS MAKAM SUNAN PRAPEN,
KOMPLEKS MAKAM LERAN MAKAM SUNAN DRAJAT, MAKAM
SENDANG DUWUR, KOMPLEKS MAKAM SUNAN BONANG,
PETIRTAAN  PANATARAN, PETIRTAAN JOLOTUNDO,
GAPURA JEDONG, BALAI SAHABAT YANG BERLOKASI DI
WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG
DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA.

PERTAMA . Perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan benda cagar
budaya, situs atau kawasan cagar budaya yang terdiri dari
Lapangan Golf Ahmad Yani Surabaya, Petirtaan Songgoriti, Stupa
Sumberawan, Petirtaan Watugede, Kompleks Makam Maulana
Ibrahim, Kompleks Makam Sunan Giri, Kompleks Makam Sunan
Prapen, Kompleks Makam Leran, Makam Sunan Drajat, Makam
Sendang Duwur, Kompleks Makam Sunan Bonang, Petirtaan
Panataran, Petirtaan Jolotundo, Gapura Jedong, Balai Sahabat,
di wilayah Provinsi Jawa Timur didasarkan pada pelestarian.

KEDUA . Batas-batas, luas dan status pemilikan benda cagar budaya, situs
dan/atau kawasan tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KETIGA . Terhadap benda cagar budaya situs, atau kawasan cagar budaya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak
Peraturan ini ditetapkan dilarang :

a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar,
memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya
dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya;

b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari
kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya
Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992
tentang Benda Cagar Budaya;
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c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang
berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.

KEEMPAT . Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya situs,
dan/atau kawasan tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal
lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut
dalam Peraturan tersendiri.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 2?2 Juni 2010

AN RI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,
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